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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan atas segala rahmat dan karunia-Nya,
sehingga buku yang berjudul Hukum Perjanjian ini dapat terselesaikan
dengan baik. Buku ini disusun sebagai upaya memberikan
pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip, asas, serta praktik
hukum perjanjian yang menjadi salah satu fondasi penting dalam
sistem hukum perdata di Indonesia.

Hukum perjanjian tidak hanya berperan sebagai landasan dalam
hubungan antarindividu maupun badan hukum, tetapi juga menjadi
instrumen utama dalam menjaga kepastian, keadilan, dan
keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu,
kehadiran buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata
bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat
umum yang ingin memahami lebih dalam mengenai teori dan praktik
hukum perjanjian.

Dalam penyusunan buku ini, penulis berusaha menyajikan materi
secara sistematis, mulai dari konsep dasar, asas-asas hukum
perjanjian, hingga penerapan dalam kasus-kasus aktual. Harapannya,
pembaca dapat memperoleh gambaran yang jelas serta mampu
mengaplikasikan pengetahuan ini dalam berbagai konteks, baik
akademik maupun praktis.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang
telah memberikan dukungan, masukan, dan dorongan dalam proses
penyusunan buku ini. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi
sumbangan kecil bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Selamat membaca dan selamat menjelajahi!

Penulis
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Latar Belakang, Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perjanji

Latar Belakang

Hukum perjanjian merupakan salah satu cabang penting dalam
hukum perdata yang memiliki peran fundamental dalam mengatur
hubungan hukum antarindividu dalam kehidupan bermasyarakat.
Setiap aktivitas sosial dan ekonomi pada dasarnya melibatkan adanya
kesepakatan, baik yang dibuat secara sederhana maupun yang
dituangkan secara formal dalam suatu perjanjian tertulis. Perjanjian
menjadi sarana hukum yang menjembatani kepentingan para pihak,
sekaligus memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban yang
harus dipenuhi. Oleh karena itu, hukum perjanjian tidak hanya
berfungsi sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai mekanisme
sosial untuk menjaga keteraturan dan keadilan dalam interaksi
hukum antar subjek hukum (Amin, 2023).

Keberadaan hukum perjanjian di negara hukum mencerminkan
pentingnya prinsip kepastian hukum (rechtszekerheid). Kepastian
hukum menghendaki agar setiap perbuatan hukum yang dilakukan
oleh masyarakat dapat diprediksi akibat hukumnya sejak awal.
Perjanjian yang sah memberikan jaminan bahwa kesepakatan para
pihak akan dihormati dan dilindungi oleh hukum. Dengan demikian,
hukum perjanjian berperan sebagai fondasi bagi terciptanya
kepercayaan (trust) dalam hubungan hukum, khususnya dalam lalu
lintas hukum keperdataan dan kegiatan ekonomi. Tanpa adanya
kepastian hukum dalam perjanjian, hubungan hukum akan rentan
terhadap sengketa dan ketidakadilan (Radbruch, 1950).

Hukum perjanjian di Indonesia secara historis berakar pada
ketentuan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH
Perdata), yang merupakan warisan sistem hukum Eropa Kontinental.
Meskipun bersifat kodifikatif dan telah berusia lebih dari satu abad,
ketentuan dalam Buku III KUH Perdata masih menjadi rujukan utama
dalam praktik hukum perjanjian hingga saat ini. Hal ini menunjukkan
bahwa hukum perjanjian memiliki sifat yang relatif lentur dan adaptif,
karena asas-asas yang dikandungnya mampu menyesuaikan diri
dengan perkembangan masyarakat. Namun demikian, kondisi
tersebut juga menimbulkan tantangan tersendiri terkait relevansi dan
efektivitas penerapannya dalam konteks sosial dan ekonomi modern
(Badrulzaman et al., 2001).

Ana Tasia Pase




Latar Belakang, Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perjanji

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, terutama di
bidang perdagangan, jasa, dan teknologi informasi, telah melahirkan
berbagai bentuk perjanjian baru yang tidak secara eksplisit diatur
dalam KUH Perdata. Fenomena ini memperlihatkan bahwa hukum
perjanjian tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kumpulan
norma tertulis, melainkan sebagai sistem yang hidup dan berkembang
mengikuti kebutuhan masyarakat. Perjanjian elektronik, perjanjian
baku, dan kontrak bisnis modern merupakan contoh konkret
bagaimana praktik hukum perjanjian melampaui batasan pengaturan
klasik. Oleh karena itu, kajian terhadap hukum perjanjian menjadi
penting untuk memahami bagaimana norma hukum berinteraksi
dengan realitas sosial yang terus berubah (Joesoef, 2022).

Selain aspek perkembangan bentuk perjanjian, persoalan
keadilan dalam hukum perjanjian juga menjadi perhatian utama. Pada
praktiknya, tidak semua pihak yang membuat perjanjian berada
dalam posisi yang seimbang. Ketimpangan posisi tawar (bargaining
position) sering kali menyebabkan salah satu pihak berada dalam
kondisi yang merugikan. Dengan situasi demikian, asas kebebasan
berkontrak yang menjadi roh hukum perjanjian berpotensi
disalahgunakan. Oleh karena itu, hukum perjanjian tidak hanya
dituntut untuk menjamin kebebasan, tetapi juga untuk memberikan
perlindungan hukum bagi pihak yang lemah. Hal ini menegaskan
bahwa hukum perjanjian memiliki dimensi etis dan keadilan sosial
(Hernoko, 2010).

Asas-asas hukum perjanjian, seperti asas kebebasan berkontrak,
asas konsensualisme, asas Pacta sunt servanda, dan asas itikad baik,
merupakan pilar utama yang membentuk karakter hukum perjanjian.
Asas-asas tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan
dan saling melengkapi. Kebebasan berkontrak, misalnya, harus
dijalankan dengan itikad baik agar tidak menimbulkan ketidakadilan.
Dengan demikian, pemahaman terhadap hukum perjanjian menuntut
pendekatan yang komprehensif, tidak hanya normatif tetapi juga
filosofis dan sosiologis (Budiono, 2006).

Hukum perjanjian memiliki fungsi preventif dan represif dalam
mengatur hubungan hukum para pihak. Fungsi preventif tercermin
dalam kemampuannya mencegah sengketa melalui pengaturan hak
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Hubungan Perikatan dan Perjanjian

Konsep Dasar Perikatan dalam Hukum Perdata

Perikatan merupakan padanan dari istilah Bahasa Belanda yaitu
“verbintenis” (Amalia 2013). Istilah hukum perikatan mencakup
semua ketentuan dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUH Perdata). Walaupun KUH Perdata tidak memberikan
penjelasan yang spesifik tentang pengertian perikatan. Perikatan
merupakan hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan
harta kekayaan, di mana pihak yang satu (kreditur) berhak atas suatu
prestasi, dan pihak lain (debitur) berkewajiban memenubhi prestasi itu
(Setiawan 2021). Sehingga, dalam perikatan terdapat “hak” di satu
pihak dan “kewajiban” di pihak lain. Pengertian ini berakar pada Pasal
1233 dan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH
Perdata), yang menegaskan bahwa perikatan melahirkan kewajiban
untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat
sesuatu (Syahreni 2009).

Secara akademik, perikatan dipahami sebagai konstruksi abstrak
yang bersifat normatif. Ia tidak selalu tampak secara kasat mata, tetapi
eksistensinya diakui dan dilindungi oleh hukum. Dalam praktik,
perikatan menjadi dasar utama bagi lahirnya hak dan kewajiban para
pihak dalam hubungan keperdataan, baik dalam transaksi bisnis,
hubungan keluarga, maupun interaksi sosial lainnya.

Menurut Subekti, perikatan dikatakan sebagai hubungan hukum
antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu
berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain
berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu (Oktavira 2023). Lebih
lanjut dikatakan bahwa pihak yang berhak menuntut sesuatu
dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang
berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si
berutang.
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PERIKATAN
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l Menuntut
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Gambar 1.1: Debitur dan Kreditur
Sumber: diolah penulis

Dari beberapa pengertian di atas, perikatan mengandung unsur-
unsur utama berupa:

1. Subjek hukum, yaitu para pihak yang terikat (kreditur dan
debitur);

2. Objek perikatan (prestasi), berupa kewajiban yang harus
dipenuhi. Objek perikatan berupa untuk memberikan sesuatu,
untuk berbuat sesuatu, untuk tidak berbuat sesuatu.

3. Hubungan hukum, yaitu ikatan normatif yang diakui dan dapat
dipaksakan oleh hukum.

Dalam praktik, ketiga unsur ini harus dapat diidentifikasi secara
jelas untuk menentukan ada atau tidaknya perikatan, terutama ketika
terjadi sengketa yang memerlukan penyelesaian hukum.

Menurut Pasal 1233 KUH Perdata: “Perikatan, lahir karena suatu
persetujuan atau karena undang-undang.” Dari sudut akademik,
klasifikasi ini penting untuk memahami karakter dan konsekuensi
hukum dari masing-masing perikatan. Dari sisi praktik, penentuan
sumber perikatan berpengaruh langsung pada pembuktian dan dasar
tuntutan hukum di pengadilan.
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Pendahuluan

Hukum perjanjian merupakan salah satu bagian penting dalam hukum
perdata yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih
yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam praktik kehidupan
bermasyarakat, perjanjian menjadi instrumen utama yang digunakan
untuk mengakomodasi kepentingan individu maupun badan hukum,
baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun jasa. Keberadaan
perjanjian memberikan kepastian mengenai apa yang menjadi
kesepakatan para pihak serta konsekuensi hukum apabila salah satu
pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan. Oleh
karena itu, hukum perjanjian memiliki peranan strategis dalam
menjaga keteraturan dan kepastian hukum dalam lalu lintas hukum
perdata (Subekti, 2005).

Hukum perjanjian di Indonesia pada dasarnya bersumber dari
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya
Buku III yang mengatur tentang perikatan. Meskipun KUH Perdata
telah lama berlaku, ketentuan-ketentuannya masih relevan dan
menjadi rujukan utama dalam pembentukan dan pelaksanaan
perjanjian. Namun demikian, norma-norma tertulis dalam KUH
Perdata tidak dapat dilepaskan dari asas-asas hukum yang
melandasinya. Asas-asas hukum perjanjian berfungsi sebagai jiwa
atau roh dari ketentuan hukum perjanjian, sehingga pemahamannya
menjadi sangat penting dalam menafsirkan dan menerapkan aturan
hukum secara tepat (R. Setiawan, 1979).

Asas-asas hukum perjanjian merupakan prinsip-prinsip dasar
yang menjadi pedoman dalam pembentukan, pelaksanaan, dan
penegakan perjanjian. Asas-asas ini tidak selalu dirumuskan secara
eksplisit dalam pasal-pasal undang-undang, tetapi tercermin dari
keseluruhan sistem hukum perjanjian. Dengan adanya asas-asas
hukum perjanjian, para pihak tidak hanya terikat pada bunyi
perjanjian secara formal, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan,
kepatutan, dan kepastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum
perjanjian tidak semata-mata bersifat teknis, melainkan juga
mengandung dimensi etis dan filosofis (Mertokusumo, 2010).

Salah satu asas fundamental dalam hukum perjanjian adalah asas
kebebasan berkontrak. Asas ini memberikan kebebasan kepada para
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pihak untuk menentukan apakah mereka akan membuat perjanjian,
dengan siapa perjanjian itu dibuat, serta apa isi dan bentuk perjanjian
tersebut. Kebebasan berkontrak mencerminkan penghormatan
terhadap kehendak bebas para pihak sebagai subjek hukum. Namun,
kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak, karena dibatasi oleh
undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dengan demikian,
asas kebebasan berkontrak harus dipahami secara proporsional agar
tidak menimbulkan penyalahgunaan hak oleh pihak yang lebih kuat
(Badrulzaman et al., 2001).

Selain asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme juga
memegang peranan penting dalam hukum perjanjian. Asas ini
menegaskan bahwa pada umumnya suatu perjanjian telah lahir dan
mengikat sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak, tanpa
memerlukan formalitas tertentu. Konsensualisme menempatkan
kehendak para pihak sebagai faktor utama dalam lahirnya hubungan
hukum. Namun, dalam perkembangan hukum perdata, terdapat pula
perjanjian-perjanjian tertentu yang mensyaratkan bentuk atau
formalitas  khusus, sehingga menunjukkan bahwa asas
konsensualisme juga memiliki pengecualian (Satrio, 1995).

Asas lain yang tidak kalah penting adalah asas Pacta sunt
servanda, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat
secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang
membuatnya. Asas ini menegaskan kekuatan mengikat perjanjian dan
menuntut agar setiap pihak melaksanakan isi perjanjian dengan
penuh tanggung jawab. Keberadaan asas Pacta sunt servanda
memberikan jaminan kepastian hukum dan Kkepercayaan dalam
hubungan kontraktual. Tanpa asas ini, perjanjian akan kehilangan
makna dan fungsinya sebagai alat pengikat kepentingan para pihak
(Subekti, 1995).

Dalam pelaksanaannya, asas-asas hukum perjanjian harus
senantiasa dikaitkan dengan asas itikad baik. Asas itikad baik
menuntut agar para pihak bertindak jujur, patut, dan tidak merugikan
satu sama lain, baik pada tahap perundingan, pelaksanaan, maupun
setelah berakhirnya perjanjian. Asas ini berfungsi sebagai alat koreksi
terhadap penerapan asas kebebasan berkontrak yang terlalu
formalistik. Dengan demikian, asas itikad baik menjadi sarana untuk
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integritas, dan komitmen penulis dalam bidang hukum. Kombinasi
antara latar belakang pendidikan hukum keluarga Islam dan studi
lanjutan di bidang kenotariatan menjadikan penulis memiliki
perspektif yang unik dalam memahami hukum, khususnya dalam
konteks kepentingan masyarakat, perlindungan hukum, dan
penyelesaian sengketa. Dengan bekal pengalaman menulis dan
pendidikan yang solid, penulis siap berkontribusi secara profesional
dalam dunia akademik dan praktik hukum. Email Penulis:
ariarobyputra@gmail.com
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Pendahuluan

Hukum perjanjian merupakan salah satu pilar utama dalam sistem
hukum perdata karena berfungsi mengatur hubungan hukum antar
subjek hukum yang dilandasi oleh kesepakatan. Dalam kehidupan
bermasyarakat, hampir seluruh aktivitas sosial dan ekonomi, baik
yang bersifat sederhana maupun kompleks, tidak dapat dilepaskan
dari perjanjian. Oleh karena itu, hukum perjanjian memiliki posisi
strategis dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, serta
perlindungan hak dan kewajiban para pihak. Keberadaan sumber
hukum perjanjian menjadi penting untuk memastikan bahwa
pengaturan dan pelaksanaan perjanjian tidak hanya didasarkan pada
kehendak bebas para pihak, tetapi juga selaras dengan norma hukum
yang berlaku (Subekti, 2005).

Pengaturan mengenai perjanjian tidak berdiri secara tunggal,
melainkan bersumber dari berbagai instrumen hukum yang saling
melengkapi. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
masih menjadi rujukan utama dalam memahami konsep dasar
perjanjian, terutama melalui pengaturan dalam Buku III tentang
Perikatan. Namun demikian, sifat pengaturan KUH Perdata yang
umum dan abstrak membuka ruang bagi peran sumber hukum lain
untuk memberikan penafsiran, penguatan, dan penyesuaian terhadap
dinamika masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan
mengenai sumber-sumber hukum perjanjian tidak dapat dibatasi
hanya pada hukum tertulis semata (R. Setiawan, 1979).

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, khususnya
dalam bidang perdagangan, jasa, dan transaksi lintas negara,
menuntut hukum perjanjian untuk bersifat adaptif. Praktik
kontraktual modern sering kali melampaui konstruksi perjanjian
klasik sebagaimana dirumuskan dalam KUH Perdata. Kondisi tersebut
menimbulkan kebutuhan akan sumber hukum tambahan yang mampu
mengisi kekosongan hukum, memberikan penafsiran kontekstual,
serta menjawab permasalahan hukum yang tidak secara eksplisit
diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian,
kajian mengenai sumber-sumber hukum perjanjian menjadi relevan
untuk memahami bagaimana hukum perjanjian berkembang dan
diterapkan dalam praktik (Fuady, 2007).
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Yurisprudensi memiliki peranan penting dalam menjembatani
norma hukum tertulis dengan realitas praktik perjanjian. Melalui
putusan-putusan pengadilan, hakim tidak hanya menerapkan
ketentuan KUH Perdata, tetapi juga menafsirkan asas-asas hukum
perjanjian sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan. Dalam konteks
ini, yurisprudensi berfungsi sebagai sumber hukum yang
memperkaya dan mengkonkretkan norma perjanjian, terutama ketika
terjadi sengketa yang melibatkan penafsiran klausul kontrak atau
penerapan asas itikad baik. Keberadaan yurisprudensi menunjukkan
bahwa hukum perjanjian bersifat dinamis dan berkembang seiring
dengan praktik peradilan (Mertokusumo, 2010).

Hukum kebiasaan juga diakui sebagai salah satu sumber hukum
perjanjian yang memiliki relevansi praktis. Kebiasaan yang hidup dan
diakui dalam masyarakat, khususnya dalam dunia usaha dan
perdagangan, sering kali dijadikan dasar dalam menafsirkan atau
melengkapi isi perjanjian. Pengakuan terhadap kebiasaan
mencerminkan bahwa hukum perjanjian tidak semata-mata
bersumber dari aturan tertulis, tetapi juga dari praktik sosial yang
berkembang secara konsisten. Dengan demikian, kebiasaan berperan
penting dalam menjaga fleksibilitas hukum perjanjian agar tetap
responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Soekanto, 2014).

Doktrin atau pendapat para ahli hukum juga menempati posisi
penting sebagai sumber hukum perjanjian. Melalui kajian ilmiah dan
pemikiran konseptual, para sarjana hukum memberikan kerangka
teoritis dalam memahami, menafsirkan, dan mengembangkan hukum
perjanjian. Doktrin sering kali dijadikan rujukan oleh hakim dalam
memutus perkara, terutama ketika norma hukum positif tidak
memberikan jawaban yang jelas. Oleh karena itu, pendapat ahli
hukum tidak hanya berfungsi sebagai sumber pengetahuan akademik,
tetapi juga sebagai pedoman normatif dalam praktik penegakan
hukum perjanjian (Marzuki, 2008).

Di samping sumber hukum nasional, perjanjian internasional
(traktat) juga semakin berpengaruh dalam perkembangan hukum
perjanjian di Indonesia. Globalisasi ekonomi dan meningkatnya
transaksi lintas negara menuntut adanya harmonisasi antara hukum
nasional dan hukum internasional. Traktat yang telah diratifikasi oleh
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Pendahuluan

Perjanjian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata
perjanjian diartikan sebagai per-janji-an persetujuan (tertulis atau
lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing berjanji
akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu (KBBI, 2017).
[stilah “perjanjian” dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan
dari kata “overeenkomst” dalam Bahasa Belanda, sedangkan dalam
Bahasa Inggris dikenal dengan istilah “agreement.” Oleh karena itu,
istilah "hukum perjanjian" tidak dapat disamakan dengan "hukum
perikatan." Hukum perikatan mencakup seluruh hubungan hukum
berupa ikatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, baik perikatan yang lahir karena undang-undang maupun
perikatan yang timbul akibat adanya perjanjian. Pengertian perjanjian
sendiri tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang menyatakan
bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum di mana satu
orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau
lebih (Fuady, 2025). Suatu perjanjian dinyatakan sah dan
menimbulkan akibat hukum apabila dibuat sesuai ketentuan hukum
yang berlaku. Suatu perjanjian sah dan karenanya akan menimbulkan
akibat hukum jika dibuat secara sah sesuai dengan hukum yang
berlaku. Persyaratan hukum yang harus dipenuhi agar sebuah
perjanjian ini sah dan mengikat, sebagai berikut: (Fuady, 2016)

Syarat-Syarat Perjanjian
1. Syarat Umum Sahnya Perjanjian
Syarat umum sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal
1320 KUH Perdata, yang berlaku bagi seluruh bentuk dan jenis
perjanjian, meliputi:
a. Adanya kesepakatan para pihak;
b. Adanya kecakapan hukum dari para pihak;
c. Adanya objek atau hal tertentu; dan
d. Adanya sebab atau kausa yang diperbolehkan oleh hukum.

2. Syarat Tambahan Sahnya Perjanjian
Selain syarat umum, terdapat pula syarat tambahan yang berlaku
bagi seluruh bentuk dan jenis perjanjian sebagaimana tercermin
dalam Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339 KUH Perdata, yaitu:
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Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;
Perjanjian mengikat sesuai dengan prinsip kepatutan;
Perjanjian mengikat sesuai dengan kebiasaan yang berlaku;

a0 o

Perjanjian tidak bertentangan dengan ketentuan undang-
undang yang bersifat memaksa; dan
e. Perjanjian tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

3. Syarat Khusus Formalitas Sahnya Perjanjian

Syarat khusus formalitas hanya berlaku bagi perjanjian-perjanjian

tertentu yang secara hukum mensyaratkan pemenuhan bentuk

atau tata cara tertentu agar perjanjian tersebut dinyatakan sah.

Adapun syarat formalitas tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Keharusan dibuat secara tertulis
Dalam perjanjian tertentu, keabsahan perjanjian mensyaratkan
bentuk tertulis. Ketentuan ini antara lain berlaku pada
perjanjian hibah, perjanjian penanggungan, serta perjanjian
perdamaian atau kesepakatan damai antara para pihak yang
bersengketa.

b. Keharusan dibuat oleh pejabat yang berwenang
Beberapa jenis perjanjian dinyatakan sah secara hukum
apabila dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang,
antara lain:

Perjanjian atau akta pendirian Perseroan Terbatas yang

wajib dibuat oleh notaris; perjanjian jual beli tanah yang harus
dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

4. Syarat Khusus Substantif Sahnya Perjanjian

Selain syarat formalitas, terdapat pula syarat khusus yang bersifat
substantif dan hanya berlaku bagi perjanjian tertentu. Salah satu
contohnya adalah perjanjian gadai, yang agar sah secara hukum
mensyaratkan adanya penyerahan benda yang menjadi objek gadai
dari pemberi gadai kepada penerima gadai, dan hal tersebut tidak
dapat diperjanjikan sebaliknya (Abdulkadir, 1982). Ketentuan ini
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1152 KUH Perdata, yang
mensyaratkan adanya pengalihan penguasaan objek gadai.
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Pendahuluan

Black’s Law Dictionary merumuskan kontrak sebagai berikut: “an
agreement between two or more persons which creates an obligation to
do or not to do a particular thing.” Diartikan kontrak adalah perjanjian
antara 2 (dua) orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk
melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu. (Sinaga,
2018) Perjanjian tidak hanya dipahami sebagai kesepakatan
kehendak, tetapi juga sebagai hubungan hukum yang melibatkan
pihak-pihak tertentu (subjek perjanjian) serta menyangkut sesuatu
yang diperjanjikan (objek perjanjian). Sebagai makhluk sosial,
manusia akan membutuhkan manusia lainnya dalam kehidupan
sehari-hari. Interaksi antar manusia perlu adanya aturan agar tidak
terjadi sengketa, yakni dengan cara membuat suatu perjanjian.
Sehingga para pihak yang terikat perjanjian tersebut mengetahui akan
adanya hak dan kewajibannya.

Manusia sebagai pembawa hak yang mempunyai hak dan
kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum termasuk melakukan
perjanjian dengan pihak lain. Meskipun setiap subjek hukum
mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum,
perbuatan tersebut harus didukung oleh kecakapan dan kewenangan
hukum yang lazim disebut dengan rechtsbekwaamheid (kecakapan
hukum) dan rehtsbevoegdlheid (kewenangan hukum). Setiap
orang/subjek hukum mempunyai kecakapan hukum untuk
melakukan perbuatan hukum seperti melakukan perjanjian, menikabh,
dan lain sebagainya sepanjang dianggap cakap hukum oleh undang-
undang (Dewa Ayu Sri Ratnaningsih & Istri Dian Laksmi Dewi, 2023).

Keabsahan perjanjian menjadi hal yang sangat penting karena
perjanjian yang sah akan mengikat para pihak secara hukum dan
memberikan dasar yang kuat untuk menegakkan hak dan kewajiban
mereka (Senda et al, 2024). Keabsahan suatu perjanjian sangat
bergantung pada kecakapan subjek hukum dan kejelasan objek yang
diperjanjikan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai subjek dan
objek perjanjian menjadi landasan fundamental dalam hukum
perjanjian.
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Subjek Perjanjian

Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya
disebut KUH Perdata) tentang Perikatan, Bab Kedua tentang
Perikatan-Perikatan yang dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian,
Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan “suatu perjanjian adalah suatu
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang lain atau lebih.” Para sarjana hukum berpendapat
bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam Pasal 1313 KUH
Perdata terlalu luas dan tidak lengkap. Mariam Darus Badrulzaman
dalam Ery Agus mengemukakan bahwa definisi tersebut tidak lengkap
karena yang dirumuskan hanya mengenai perjanjian sepihak saja
(sedangkan perjanjian dapat pula mengikat dua belah pihak atau
lebih) dan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di dalam
hukum keluarga dan dapat mencakup perbuatan melawan hukum
(Priyono & Birauti, 2022).

Subjek perjanjian adalah para pihak yang mengikatkan diri dalam
suatu perjanjian. Subekti menyatakan, “Yang dinamakan subjek
perjanjian adalah para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian,
yaitu orang atau badan hukum yang mempunyai kecakapan untuk
bertindak menurut hukum.” (Subekti, 2005).

Mengenai subjek perjanjian dengan sendirinya sama dengan
subjek perikatan, yaitu kreditur dan debitur yang merupakan subjek
aktif dan subjek pasif. Mariam Darus Badrulzaman, dalam bukunya
KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasannya
menjelaskan pihak yang berhak atas prestasi, pihak yang aktif adalah
kreditur atau si berpiutang dan pihak yang wajib memenuhi prestasi,
pihak yang pasif adalah debitur atau si berhutang (Badrulzaman,
2006). Baik kreditur maupun debitur tersebut dapat berupa orang
perseorangan maupun dalam bentuk badan hukum.

Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengadakan perjanjian
kecuali untuk dirinya sendiri. Pengecualiannya terdapat dalam pasal
1317 KUH Perdata tentang janji untuk pihak ketiga (Syahfitri & Wandj,
2018). KUH Perdata membedakan dalam tiga golongan untuk
berlakunya perjanjian: (1) perjanjian berlaku bagi para pihak yang
membuat perjanjian; (2) perjanjian berlaku bagi ahli waris dan
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Pendahuluan

Perjanjian merupakan instrumen utama dalam lalu lintas hukum
perdata karena hampir semua hubungan keperdataan modern, mulai
dari jual beli, sewa, kerja sama usaha, pembiayaan, hingga transaksi
digital, bermula dari adanya kesepakatan para pihak. Secara dogmatis,
perjanjian berada dalam ranah “hukum perikatan”, yakni hubungan
hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara subjek hukum.
Dalam praktik, kualitas perjanjian tidak hanya ditentukan oleh isi
(substansi) klausul, tetapi juga oleh bentuk (form) dan jenis
(type/classification) perjanjian yang dipilih.

Pembahasan tentang bentuk perjanjian penting setidaknya
karena tiga alasan. Pertama, bentuk menentukan pembuktian apakah
perjanjian mudah dibuktikan bila terjadi sengketa. Kedua, dalam
perjanjian tertentu, hukum mensyaratkan bentuk khusus (misalnya,
akta otentik) agar perjanjian sah atau setidaknya menimbulkan akibat
hukum tertentu. Ketiga, perkembangan teknologi mendorong
diversifikasi bentuk perjanjian: dari lisan, tertulis konvensional,
hingga perjanjian elektronik yang bertumpu pada dokumen
elektronik dan tanda tangan elektronik dalam kerangka regulasi
transaksi elektronik Indonesia yang diperbarui, termasuk perubahan
UU ITE.

Sementara itu, pembahasan tentang jenis perjanjian berfungsi
sebagai “peta konseptual” untuk memahami karakter dan akibat
hukum perjanjian. Klasifikasi seperti perjanjian bernama/tidak
bernama, sepihak/timbal balik, cuma-cuma/berbeban, konsensuil/
formal/riil, serta perjanjian standar (klausula baku) membantu
menilai risiko, beban prestasi, mekanisme pembatalan, serta
pengujian keadilan kontraktual. Dalam konteks perlindungan
konsumen, misalnya, jenis “perjanjian baku” beririsan langsung
dengan larangan klausula tertentu dalam UU Perlindungan
Konsumen.

Kerangka Konseptual Perjanjian dalam Hukum Indonesia
1. Perjanjian, Persetujuan, dan Perikatan
KUHPerdata mengaitkan perjanjian dengan “persetujuan” dan
menempatkannya sebagai sumber perikatan. Secara konseptual,
perikatan adalah hubungan hukum di mana satu pihak berhak atas
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prestasi dan pihak lain berkewajiban memenuhi prestasi.
Sedangkan perjanjian adalah peristiwa/akta hukum yang
melahirkan perikatan berdasarkan Kkesepakatan para pihak.
Distingsi ini penting: tidak semua perikatan lahir dari perjanjian
(misalnya perikatan karena undang-undang, perbuatan melawan
hukum), namun perjanjian pada umumnya melahirkan perikatan.

Definisi perjanjian dalam KUHPerdata kerap dikritik karena
dianggap terlalu luas dan menekankan “mengikatkan diri” tanpa
menegaskan dimensi timbal balik. Meski demikian, definisi
tersebut tetap menjadi rujukan doktrinal dan yuridis, sehingga
penafsiran modern biasanya menambahkan unsur: adanya para
pihak, kesepakatan, tujuan yang dapat dinilai, dan akibat hukum
berupa prestasi.

. Syarat Sah dan Asas Fundamental Perjanjian

Validitas perjanjian lazim ditopang oleh empat syarat:

kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dua

syarat pertama sering diposisikan sebagai syarat subjektif,
sedangkan dua sisanya sebagai syarat objektif. Akibat
ketidakpenuhan syarat subjektif umumnya mengarah pada “dapat
dibatalkan”, sedangkan pelanggaran syarat objektif cenderung

“batal demi hukum”.

Di atas syarat sah tersebut, hukum perjanjian Indonesia
mengenal asas-asas kunci:

a. Kebebasan berkontrak, yakni para pihak bebas menentukan
apakah akan berkontrak, dengan siapa, dan isi kontrak,
sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum,
dan kesusilaan.

b. Konsensualisme, yakni perjanjian pada umumnya lahir cukup
dengan kesepakatan.

c. Pacta sunt servanda, perjanjian yang sah mengikat seperti
undang-undang bagi para pihak.

d. Iktikad baik: Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;
asas ini juga menjadi dasar koreksi terhadap penyalahgunaan
hak kontraktual (misalnya, klausula yang eksesif, perilaku

oportunistik).
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Pengertian dan Ruang Lingkup Waralaba

Kata "waralaba" berasal dari frasa Anglo-Prancis yang berarti

"kebebasan" atau "hak istimewa atau kemerdekaan." Kamus Merriam-

Webster mendefinisikan waralaba sebagai berikut:

1. Kebebasan atau kekebalan dari beberapa beban atau batasan yang
diberikan kepada seseorang atau kelompok;

2. Hak istimewa khusus yang diberikan kepada individu atau
kelompok; terutama: hak untuk menjadi dan menjalankan
kekuasaan suatu korporasi;

3. Hak atau hak istimewa konstitusional atau hukum; khususnya: hak
untuk memilih; (1) Hak atau lisensi yang diberikan kepada individu
atau kelompok untuk memasarkan barang atau jasa suatu
perusahaan di wilayah tertentu; juga bisnis yang diberikan hak
atau lisensi tersebut; (2) wilayah yang terlibat dalam hak tersebut.

4. Hak keanggotaan dalam liga olahraga profesional;

5. Sebuah tim dan organisasi operasinya yang memiliki keanggotaan
tersebut (Joel Libava, 2016: tanpa halaman).

Banyak orang merasa memahami konsep waralaba. Namun,
apakah Anda benar-benar tahu apa itu waralaba? Bisakah Anda
mendefinisikannya? (Dan tidak menyebut jaringan restoran cepat saji
tidak dihitung). Dalam konteks bisnis, Merriam-Webster tersebut di
atas mendefinisikan waralaba sebagai: “hak atau lisensi yang
diberikan kepada individu atau kelompok untuk memasarkan barang
atau jasa suatu perusahaan di wilayah tertentu.” Meskipun definisi ini
bagus, definisi ini tidak sepenuhnya menyentuh banyak nuansa yang
terlibat dalam waralaba.

Definisi waralaba yang diberikan oleh International Franchise
Association (IFA) memberikan detail lebih lanjut, yang menyatakan
bahwa waralaba adalah: “Hubungan kontraktual antara pemberi
waralaba dan penerima waralaba di mana pemberi waralaba
menawarkan atau berkewajiban untuk mempertahankan kepentingan
berkelanjutan dalam bisnis penerima waralaba di bidang-bidang
seperti pengetahuan dan pelatihan; di mana penerima waralaba
beroperasi di bawah nama dagang, format, atau prosedur umum yang
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dimiliki atau dikendalikan oleh pemberi waralaba, dan di mana

penerima waralaba telah atau akan melakukan investasi modal yang

substansial dalam bisnisnya dari sumber dayanya sendiri.”

Waralaba individual merupakan bagian dari ekosistem suatu
merek, sebuah jaringan yang merupakan penggabungan sumber daya
dan kemampuan. Dalam pengaturan bisnis waralaba, penerima
waralaba suatu merek mendapatkan akses ke pengetahuan dan
pengalaman pemberi waralaba tentang sistem bisnisnya sebagai
imbalan atas uang dan tenaga kerja pribadi mereka. Dengan cara ini,
penerima waralaba yang ingin memiliki bisnis dapat mempersingkat
kurva pembelajaran yang menyertai memulai bisnis. Ini juga
merupakan cara bagi penerima waralaba untuk menghindari
pengeluaran waktu dan wuang yang signifikan yang biasanya
diperlukan untuk mengembangkan ide bisnis. Di sisi lain, dengan
memberikan lisensi metode bisnisnya dan menjanjikan dukungan
kepada penerima waralaba, pemberi waralaba memberi dirinya
kesempatan untuk berekspansi ke area yang mungkin sulit dijangkau
tanpa uang dan tenaga kerja tambahan.

Jika dicermati, lingkup kegiatan usaha waralaba dapat dibagi
menjadi tiga jenis utama waralaba:

1. Sebagian besar waralaba termasuk dalam jenis format bisnis di
mana pemberi waralaba memberikan lisensi format bisnis, sistem
operasi, dan hak merek dagang kepada penerima waralabanya.

2. Jenis waralaba kedua adalah distribusi produk, yang lebih
merupakan pengaturan pemasok-dealer. Pemberi waralaba
memberikan izin kepada penerima waralaba untuk menjual atau
mendistribusikan produk menggunakan logo, merek dagang, dan
nama dagang mereka, tetapi biasanya tidak menyediakan sistem
operasi untuk menjalankan bisnis tersebut.

3. Jenis ketiga adalah manufaktur, di mana pemberi waralaba
mengizinkan penerima waralaba untuk memproduksi produk
mereka (misalnya pakaian) dan menjualnya dengan merek dagang
yang sama.

Saat membeli waralaba, penerima waralaba diharuskan untuk
mematuhi pedoman dan aturan ketat mengenai pengoperasian bisnis.
Pedoman ini diberlakukan untuk menjaga konsistensi merek. Selain
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Pengertian dan Persyaratan Perjanjian Lisensi

Pengertian lisensi berasal dari bahasa Latin “Licentia” (Saleh, 1991).
Mekanisme lisensi memberikan kebebasan atau izin kepada
seseorang atau pihak lain untuk menggunakan sesuatu yang
sebelumnya tidak boleh dipergunakannya. Menurut Widjaja (2001),
lisensi selalu dikaitkan dengan kewenangan dari privilege untuk
melakukan sesuatu oleh seseorang atau pihak tertentu. Kata tersebut
juga berasal dari bahasa Inggris license yang dalam bahasa Indonesia
berarti surat izin. Pengertian yang terkandung di dalamnya semuanya
berpangkal pada izin, walaupun penggunaannya dapat berbeda
tergantung dari tujuan dan sumber yang memberi izin.

Dalam Kamus Hukum Ekonomi, lisensi diartikan sebagai izin dari
pemilik suatu hak kepada orang lain untuk melakukan sesuatu yang
berhubungan dengan hak yang dimilikinya (Erawati & Badudu, 1996).
Dalam Black’s Law Dictionary, lisensi diartikan sebagai the permission
by competent authority to do an act which, without such permission
would be illegal, a trespass, a tort, or otherwise would not allowable
(Black, 1979). Lebih lanjut, World Intellectual Property Organization
(WIPO) memberi pengertian lisensi, yaitu in the case of right covered
by a patent, or by a protected utility model, industrial design, new plant
variety or trademark (industrial property), the permission, given by the
owner of that right (licensor) to perform acts which are covered by that
right (WIPO, 1977). Pengertian lisensi ini memberi penjelasan bahwa
lisensi merupakan pemberian izin oleh licensor (pemberi lisensi) bagi
hak-hak yang berupa hak paten, hak atas merek, atau desain industri
untuk melaksanakan perbuatan yang berhubungan dengan hak-hak
tersebut.

White menyatakan a license is the granting permission of rights to
make, use / or sell a certain product, design, or process or to perform
certain other actions, the granting being done by a party who has the
rights to do so (White, 1990). Dalam kaitannya dengan Hak Kekayaan
Intelektual (HKI), McKeough dan Stewart mengatakannya sebagai
bundles of rights which the law accords for the protection of creative
efforts or more especially for the protection of economic investment in
creative effort (McKeough & Stewart, 1997). Menurut Tim Lindsey,
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lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin oleh pemilik lisensi kepada
penerima lisensi (pemegang lisensi) untuk memanfaatkan atau
menggunakan (bukan mengalihkan hak) suatu kekayaan intelektual
yang dipunyai pemilik lisensi berdasarkan syarat-syarat tertentu dan
dalam jangka waktu tertentu yang umumnya disertai dengan imbalan
berupa royalti (Hidayati, 2014).

Pengertian-pengertian di atas memiliki unsur yang sama, yaitu
pemberian izin kepada orang atau badan hukum, diberikan pihak yang
memiliki kewenangan atau hak, untuk melakukan sesuatu yang
tertentu dengan hak tersebut, dan penggunaannya terikat pada syarat
tertentu. Izin penggunaan hak itulah yang menjadi ciri pokok dan
membedakan lisensi dari berbagai bentuk dan jenis hubungan lainnya.

Dari pengertian tersebut, lisensi berarti ikhwal dan kegiatan
pemberian dan perolehan izin. Dalam perkembangan akhir-akhir ini,
sesuai dengan perkembangan masyarakat, lisensi sebagai bentuk
perjanjian dikenal di luar dari yang ada dalam Kitab Undang-undang
Hukum Perdata. Sebagai suatu bentuk perjanjian, lisensi masuk ke
dalam sistem tata hukum Indonesia melalui 2 (dua) macam cara, yakni
(a) melalui proses legislatif atau melalui proses pembentukan undang-
undang oleh DPR dan (b) melalui yurisprudensi ataupun melalui
praktik. Seperti halnya perjanjian pada umumnya, lisensi juga
merupakan peristiwa hukum. Persetujuan pemberian lisensi kepada
penerima lisensi, dengan segala hak dan kewajiban yang disepakati
keduanya, merupakan peristiwa hukum.

Dalam hal inij, lisensi adalah perjanjian, dan terhadapnya berlaku
pula ketentuan hukum perjanjian. Dalam literatur lain dikatakan
bahwa perjanjian lisensi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih,
yang mana salah satu pihak, yaitu pemegang hak, bertindak sebagai
pihak yang memberikan lisensi, sedangkan pihak yang lain bertindak
sebagai pihak yang menerima lisensi. Pengertian lisensi itu sendiri
adalah izin untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu objek yang
dilindungi HKI untuk jangka waktu tertentu (Lubis, 2009).

Pada umumnya lisensi selalu dikaitkan dengan HKI, sebagaimana
yang dikemukakan oleh Gunawan Widjaja, yang memberikan arti
lisensi sebagai suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan
suatu HKI, yang dapat diberikan oleh licensor (pemberi lisensi) kepada
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Pendahuluan

Pertumbuhan zona pembiayaan konsumen di Indonesia ialah bagian
yang tidak terpisahkan dari dinamika perkembangan ekonomi
nasional serta pergantian pola mengkonsumsi warga. Bersamaan
dengan meningkatnya kebutuhan akan benda serta jasa, khususnya
beberapa barang bernilai ekonomi besar semacam kendaraan
bermotor, perlengkapan elektronik, serta kebutuhan rumah tangga
yang lain, warga tidak senantiasa mempunyai keahlian buat
melaksanakan pembayaran secara tunai. Keadaan ini mendesak
timbulnya bermacam skema pembiayaan yang membagikan
kemudahan akses terhadap benda tersebut lewat mekanisme
pembayaran secara angsuran. Dalam konteks inilah, pembiayaan
konsumen muncul selaku salah satu pemecahan pendanaan yang
strategis.

Lembaga pembiayaan konsumen berfungsi sebagai alternatif
sumber pembiayaan di luar lembaga perbankan. Tidak bisa dipungkiri
kalau lembaga perbankan masih mempraktikkan prinsip kehati-
hatian yang ketat, sehingga tidak seluruh susunan warga bisa
memenuhi persyaratan kredit yang diresmikan, semacam jaminan
yang mencukupi, riwayat kredit yang baik, dan keahlian finansial yang
normal. Industri pembiayaan konsumen menawarkan proses yang
relatif lebih simpel, kilat, serta fleksibel, sehingga lebih gampang
diakses oleh warga luas. Oleh sebab itu, keberadaan lembaga
pembiayaan konsumen membagikan donasi signifikan dalam
meningkatkan energi beli warga serta mendesak perkembangan zona
riil.

Tetapi demikian, pesatnya pertumbuhan pembiayaan konsumen
pula membawa implikasi hukum yang lingkungan. Ikatan hukum
antara industri pembiayaan dan konsumen diwujudkan dalam wujud
perjanjian pembiayaan konsumen yang pada biasanya disusun secara
sepihak oleh industri pembiayaan dalam wujud perjanjian baku.
Konsumen pada posisi ini kerap kali tidak mempunyai peluang buat
menegosiasikan isi perjanjian, sehingga cuma bisa menerima ataupun
menolak perjanjian tersebut secara totalitas. Ketidakseimbangan
posisi tawar ini berpotensi memunculkan kerugian untuk konsumen,
paling utama apabila perjanjian memuat klausula yang memberatkan
ataupun tidak transparan.
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Dalam praktiknya, sengketa pembiayaan konsumen sering
terjalin serta mengaitkan bermacam kasus hukum. Sengketa tersebut
antara lain berkaitan dengan wanprestasi berbentuk keterlambatan
ataupun kegagalan pembayaran angsuran, pengenaan denda yang
tidak sepadan, dan aksi penarikan objek pembiayaan yang dicoba
secara sepihak oleh industri pembiayaan. Tidak tidak sering pula
ditemui permasalahan penarikan objek pembiayaan tanpa lewat
prosedur hukum yang semestinya, yang pada kesimpulannya
memunculkan konflik antara konsumen serta industri pembiayaan.
Suasana ini menampilkan kalau penerapan perjanjian pembiayaan
konsumen belum seluruhnya mencerminkan prinsip keadilan serta
proteksi hukum untuk konsumen.

Di sisi lain, konsumen selaku pihak yang relatif lemah dalam
ikatan kontraktual kerap kali mempunyai tingkatan uraian hukum
yang terbatas terhadap isi serta konsekuensi perjanjian yang
ditandatanganinya. Minimnya literasi hukum serta finansial
menimbulkan konsumen yan tidak seluruhnya menyadari hak serta
kewajibannya, tercantum resiko hukum yang bisa jadi mencuat
apabila terjalin wanprestasi. Keadaan ini terus memperbesar
kemampuan terbentuknya penyalahgunaan kondisi (misbruik van
omstandigheden) oleh pelaku usaha pembiayaan, baik secara
terencana ataupun tidak terencana.

Buat menjamin terciptanya ikatan hukum yang adil serta balance,
dibutuhkan pengaturan hukum yang jelas serta komprehensif
menimpa pembiayaan konsumen. Secara normatif, perjanjian
pembiayaan konsumen tunduk pada syarat universal hukum
perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, spesialnya menimpa ketentuan legal perjanjian serta asas
kebebasan berkontrak. Tetapi, pelaksanaan asas kebebasan
berkontrak dalam perjanjian pembiayaan konsumen tidak bisa
dilepaskan dari pembatasan-pembatasan yang diresmikan oleh
undang-undang, paling utama dalam rangka melindungi konsumen
dari klausula yang merugikan.

Tidak hanya KUHPerdata, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
tentang Proteksi Konsumen membagikan landasan hukum yang
berarti dalam mengendalikan ikatan antara pelaku usaha dan
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Kekuatan Mengikat dan Pelaksanaan Perjanjian

Pendahuluan

Hukum perjanjian adalah salah satu pilar utama dalam sistem hukum
perdata yang mengatur hubungan keperdataan antar individu atau
badan hukum. Secara esensial, perjanjian menciptakan suatu ikatan
hukum yang mengikat para pihak yang menyepakatinya, sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya (Irayadi, 2021). Prinsip ini
menegaskan adanya kekuatan mengikat (binding force) dari setiap
kesepakatan yang dibuat secara sah, sehingga para pihak memiliki hak
dan kewajiban yang harus dipenuhi (Alfiani, 2021). Perjanjian yang
sah secara hukum membentuk hubungan obligasi di mana satu pihak
berhak atas suatu prestasi dan pihak lain berkewajiban untuk
memenuhinya (Hidayat et al., 2023).

Landasan Filosofis dan Yuridis Kekuatan Mengikat

Perjanjian

Landasan filosofis prinsip ini berakar pada nilai kepastian hukum dan

keadilan, sementara landasan yuridisnya tertuang dalam berbagai

peraturan perundang-undangan yang memberikan kekuatan hukum

pada setiap perjanjian yang memenuhi syarat sahnya (Hafidz, 2021;

Istiawati, 2021).

1. Asas Pacta sunt servanda
Asas Pacta sunt servanda secara harfiah berarti "perjanjian harus
ditaati," yang menekankan bahwa setiap perjanjian yang dibuat
secara sah mengikat para pihak seperti undang-undang (Nurfitrah,
2023). Prinsip fundamental ini mendorong kepatuhan terhadap
komitmen kontraktual dan memastikan stabilitas dalam transaksi
hukum, mewajibkan para pihak untuk menaati kesepakatan yang
telah disetujui bersama (Eleanora & Dewi, 2022; Sawitri &
Dharmawan, 2021). Ini berarti bahwa setiap janji yang dibuat
dalam sebuah perjanjian bukan sekadar kesepakatan moral,
melainkan suatu kewajiban hukum yang harus dipenuhi
(Sugiastuti, 2022). Dengan demikian, Pasal 1338 KUHPerdata
menjadi fondasi utama yang menegaskan bahwa setiap perjanjian
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yang sah memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang
bagi para pihak yang terlibat, sehingga tidak dapat dibatalkan
secara sepihak tanpa persetujuan kedua belah pihak atau alasan
hukum yang kuat (Nurfitrah, 2023; Ridwan & Permana, 2022;
Rivaldi & Supriatna, 2023).

2. Dasar Hukum Positif di Indonesia

Di Indonesia, landasan hukum positif bagi kekuatan mengikat
perjanjian tidak hanya bersumber pada Pasal 1338 ayat Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi juga diperkuat oleh
berbagai ketentuan lain yang mengatur syarat sahnya perjanjian
sebagaimana termaktub dalam Pasal 1320 KUHPerdata (Wardhana
et al,, 2022). Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan empat syarat
esensial: adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk
membuat perikatan, suatu objek tertentu, dan kausa yang halal,
yang secara kolektif memastikan validitas suatu perjanjian di mata
hukum (Prasetyo & Prananingrum, 2022). Oleh karena itu, suatu
perjanjian yang memenuhi keempat syarat ini akan memiliki
kekuatan mengikat yang sempurna, menjadikan para pihak terikat
pada isi perjanjian seolah-olah terikat pada undang-undang
(Istiawati, 2021; Ramadhani et al., 2024). Pengakuan terhadap
kebebasan berkontrak juga menjadi aspek krusial, memungkinkan
individu untuk menentukan isi perjanjian sesuai kehendak
bebasnya, selama tidak bertentangan dengan hukum dan
ketertiban umum (Patria & Rokhim, 2025).

Ruang Lingkup dan Batasan Kekuatan Mengikat
Meskipun perjanjian memiliki kekuatan mengikat yang kuat, terdapat
batasan-batasan tertentu yang memengaruhi ruang lingkup
penerapannya, seperti asas iktikad baik, ketertiban umum, dan
kesusilaan (Hafidz, 2021; Nurfitrah, 2023).
1. Itikad Baik (Good Faith)
Asas iktikad baik mengharuskan setiap pihak dalam perjanjian
untuk bertindak jujur, transparan, dan tidak mengambil
keuntungan secara tidak adil dari pihak lain, sebuah prinsip yang
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Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian Indonesia:
Sintesis Konseptual dan Akibat Hukumnya

Posisi Wanprestasi dalam Sistem Hukum Perjanjian
Indonesia

Dalam kerangka hukum perjanjian Indonesia yang bertumpu pada
Buku III KUH Perdata, wanprestasi merupakan “simpul” yang
menghubungkan norma tentang kewajiban berprestasi (verbintenis)
dengan konsekuensi tanggung jawab perdata ketika prestasi tidak
terpenuhi. Literatur hukum perdata kontemporer cenderung
memaknai wanprestasi secara konsisten sebagai kegagalan debitur
memenuhi prestasi sebagaimana telah disepakati, baik karena
prestasi tidak dilakukan, dilakukan tetapi menyimpang dari isi
perjanjian, dilakukan terlambat, maupun dilakukan dengan cara yang
dilarang perjanjian (Subekti, 2005).

Dalam konteks ini, wanprestasi bukan semata istilah etik (“ingkar
janji”), melainkan kategori yuridis yang berfungsi sebagai dasar
lahirnya hak-hak kreditur untuk menuntut pemenuhan (nakoming),
menuntut ganti rugi, meminta pembatalan/pemutusan perjanjian
timbal balik, atau menuntut kombinasi upaya tersebut sesuai karakter
perikatannya (Miskawati Suleman, 2024). Rumusan fungsi tersebut
tampak menonjol dalam studi-studi yang membahas sengketa
kontraktual di berbagai sektor (sewa-menyewa, Kkonstruksi,
pembiayaan, hingga transaksi jual-beli), karena wanprestasi
diperlakukan sebagai pintu masuk untuk menguji: (i) apa prestasi
yang diperjanjikan, (ii) bagaimana standar pemenuhannya, (iii) kapan
debitur dinyatakan lalai, dan (iv) remedinya apa serta seberapa jauh
batas ganti ruginya (Joel Timothy Milendra, 2021).

Secara konseptual, penting ditegaskan bahwa wanprestasi
berada di ranah tanggung jawab kontraktual (contractual liability),
berbeda dari perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang
berbasis pelanggaran kewajiban umum (Cahyono, 2020). Karena itu,
analisis wanprestasi selalu dimulai dari identifikasi isi perjanjian:
prestasi apa yang dijanjikan, kualitas dan kuantitasnya, tenggat
waktunya, serta batas-batas perilaku yang dilarang. Tanpa langkah ini,
istilah "wanprestasi" mudah menjadi label retoris yang tidak presisi.
Dalam praktik penyelesaian sengketa, ketepatan mendefinisikan
prestasi dan standar pemenuhannya menentukan apakah suatu
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peristiwa masuk kategori wanprestasi atau justru masuk kategori lain
(misalnya, force majeure/overmacht atau ketidakabsahan perjanjian)
(Joel Timothy Milendra, 2021).

Definisi Operasional dan Empat Bentuk Klasik Wanprestasi
Di tingkat doktrin, “empat bentuk klasik wanprestasi” digunakan luas
sebagai perangkat klasifikasi yang memudahkan pembuktian dan
pemilihan remedy. Literatur menyatakan bahwa wanprestasi dapat
berupa: (1) tidak melaksanakan apa yang disanggupi; (2)
melaksanakan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; (3)
melaksanakan, tetapi terlambat; dan (4) melakukan sesuatu yang
menurut perjanjian tidak boleh dilakukan (Sinaga & Darwis Abstrak,
n.d.). Konstruksi ini penting karena masing-masing bentuk membawa
konsekuensi pembuktian yang berbeda. Ketika debitur sama sekali
tidak melakukan prestasi, fokus pembuktian terletak pada
ada/tidaknya kewajiban dan fakta tidak dilaksanakannya; sedangkan
ketika prestasi dilakukan tidak sesuai, perdebatan biasanya bergeser
pada standar mutu, spesifikasi, “substantial performance,” atau
interpretasi klausul kontrak (Yahman, 2020).

Keterlambatan memunculkan isu tenggat, grace period, serta
apakah waktu menjadi unsur esensial (time is of the essence).
Sementara pelanggaran larangan kontraktual sering muncul dalam
perjanjian yang memuat klausul non-compete, larangan pengalihan,
larangan membuka rahasia dagang, atau larangan menggunakan objek
sewa di luar tujuan (Joel Timothy Milendra, 2021; Mukhammad
Masruri Romadloni, 2024).

Dalam hukum Indonesia dikenal beberapa bentuk wanprestasi
sebagaimana diatur dalam KUH perdata, namun pada praktiknya ada
banyak bentuk wanprestasi, namun dalam hukum Indonesia
kemudian dikategorikan menjadi empat bentuk.
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Keadaan Memaksa (Force Majeure)

Pendahuluan

Pada bab sebelumnya telah dilakukan pembahasan terhadap keadaan

tidak terpenuhinya prestasi oleh debitur yang kemudian disebut

sebagai wanprestasi. Namun demikian, terhadap debitur yang

wanprestasi, terdapat beberapa alasan atau tangkisan yang dapat

diajukan oleh debitur sebagai pembelaan terhadap wanprestasi yang

telah ia lakukan. Tangkisan tersebut antara lain:

1. Menyatakan bahwa kreditur juga lalai (exceptio non adimpleti
contractus)

2. Pelepasan hak oleh kreditur (rechtsverwerking)

3. Keadaan Memaksa (force majeure)

Tangkisan yang pertama yaitu debitur menyatakan bahwa
kreditur juga lalai, artinya dalam perjanjian yang bersifat timbal balik,
di mana kedua belah pihak sama-sama memiliki prestasi, kreditur
belum menyelesaikan kewajiban atau prestasinya, sehingga dalam
kondisi ini debitur menyatakan bahwa kreditur juga lalai. Tangkisan
yang keuda, yaitu pelepasan hak oleh kreditur, artinya bahwa kreditur
telah melepaskan hak tagih terhadap pemenuhan prestasi oleh
debitur; terhadap yang demikian itu harus dinyatakan secara eksplisit
dan tegas oleh kreditur, dan bukan hanya anggapan atau persangkaan
dari debitur semata.

Tangkisan terakhir yaitu berkaitan dengan keadaan memaksa
atau force majeure. Keadaan memaksa menjadi penting untuk
dipahami, sebab dalam aspek normatif ketentuan terkait dengan
keadaan memaksa masih belum diatur secara komprehensif dalam
peraturan perundang-undangan di Indonesia, sedangkan dalam
tatanan praktis, sulit untuk menentukan parameter terlebih
memberikan contoh dari apa yang dimaksud dengan keadaan
memaksa.

Dalam bab ini, akan dipaparkan secara terperinci dan
komprehensif apa yang dimaksud dengan keadaan memaksa hingga
bagaimana konsep keadaan memaksa dalam perkembangan hukum
perjanjian.
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Istilah, Pengertian, dan Dasar Hukum Keadaan Memaksa
Istilah terhadap keadaan memaksa dapat dijumpai pada beberapa
terminologi, semisal keadaan kahar, force majeure, maupun
overmacht. Tidak ada perbedaan yang substansial dalam istilah-istilah
tersebut, hanya perbedaan secara bahasa. “Force majeure” merupakan
kalimat bahasa Inggris yang berasal dari kalimat Prancis yang berarti
“superior or irresistible force” (Black, 1968). Dalam bahasa Belanda
dalam Burgerlijk Wetboek, terdapat beberapa istilah seperti
overmacht (keadaan terpaksa), toeval (kejadian tiba-tiba), vreemde
oorzaak, dan die hem niet kan worden toegerekend (“sebab-sebab yang
tidak diduga-duga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
kepadanya”), yang kesemuanya itu pada umumnya berarti keadaan
terpaksa (Mulano, 1982). Namun demikian, dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUHPerdata”) tidak
terdapat adanya keseragaman istilah, sehingga untuk memudahkan
pemahaman, dalam bab ini terminologi yang dipergunakan yaitu
“keadaan memaksa.”

Keadaan memaksa tidak memiliki definisi normatif, artinya
dalam KUHPerdata, tidak disebutkan secara eksplisit terkait dengan
apa yang dimaksud dengan keadaan memaksa. KUHPerdata
menyebutkan secara implisit terkait dengan keadaan memaksa dalam
Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata yang pada intinya dalam ketentuan
pasal tersebut mengemukakan bahwa debitur atau si berutang tidak
dapat dihukum untuk mengganti kerugian jika terdapat keadaan
memaksa. Keadaan memaksa berkaitan erat dengan risiko. Risiko
merupakan kewajiban untuk memikul beban kerugian apabila terjadi
peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda
yang dimaksud dalam perjanjian atau menghalangi pelaksanaan
prestasi (Hernoko, 2014). Jika ditinjau pada Pasal 1244 dan 1245
KUHPerdata, komponen dari risiko ini meliputi biaya atau kosten, rugi
atau schaden, dan bunga atau interessen.

Ditinjau secara grammatikal, definisi dari keadaan memaksa
dapat dimaknai sebagai keadaan di luar kendali suatu pihak yang
membuatnya terbebas dari klausul kontrak yang telah ditentukan
(KBBI, 2026). Menurut Agus Yudha Hernoko, keadaan memaksa dapat
disimpulkan sebagai peristiwa yang tidak terduga yang terjadi di luar
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Berakhirnya dan Pembatalan Perjanjian

Perjanjian merupakan sumber utama timbulnya perikatan
sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdata, yang menyatakan
bahwa setiap perikatan lahir baik karena persetujuan maupun karena
undang-undang. Namun, keberadaan perjanjian tidak bersifat kekal.
Perjanjian dapat berakhir karena sebab-sebab hukum tertentu, baik
karena terpenuhinya kewajiban maupun karena adanya keadaan yang
menghapuskan hubungan hukum antar pihak.

KUHPerdata mengatur secara eksplisit dasar-dasar hapusnya
perikatan dalam Pasal 1381, yang menyatakan bahwa perikatan dapat
hapus karena: (1) pembayaran; (2) 2. Penawaran Pembayaran Tunai
yang Diikuti dengan Penyimpanan Penitipan; (3) pembaharuan utang
(novatie); (4) perjumpaan utang (kompensasi); (5) percampuran
utang (konfusi); (6) pembebasan utang; (7) Musnahnya barang yang
terutang; (8) batal atau pembatalan; serta (9) lewat waktu (verjaring).

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hapusnya perikatan
dapat bersumber dari tindakan para pihak (bersifat sukarela) maupun
karena perintah undang-undang (bersifat otomatis).

Berakhirnya Perjanjian (Hapusnya Perikatan)

KUHPerdata dalam Pasal 1381 menentukan bahwa perikatan hapus

karena beberapa sebab, yaitu:

1. Pemenuhan Prestasi (Pembayaran)
Pemenuhan prestasi merupakan cara paling mendasar dan umum
untuk mengakhiri suatu perjanjian. Dalam hukum perdata,
pemenuhan prestasi atau nakoming diartikan sebagai pelaksanaan
kewajiban yang timbul dari suatu perikatan sebagaimana
diperjanjikan oleh para pihak. Istilah "pembayaran” dalam konteks
ini tidak hanya terbatas pada penyerahan uang, tetapi mencakup
setiap tindakan hukum yang memenuhi kewajiban sebagaimana isi
perjanjian, baik berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu,
maupun menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Oleh karena
itu, pembayaran dipahami secara luas sebagai realisasi dari
prestasi yang menjadi objek perikatan, yang apabila dilaksanakan
dengan sempurna akan menghapuskan kewajiban hukum para
pihak. Pasal 1381 KUHPerdata menegaskan bahwa pembayaran
merupakan sebab pertama hapusnya perikatan, yang berarti
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hukum perdata memandang pelaksanaan kewajiban secara penuh
sebagai penyelesaian ideal dari hubungan hukum antara kreditur
dan debitur.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan prestasi sering
menimbulkan persoalan mengenai siapa yang berhak menerima
dan siapa yang wajib melakukan pembayaran, serta waktu dan
tempat pelaksanaannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1382-1394
KUHPerdata, pembayaran hanya sah apabila dilakukan kepada
kreditur atau pihak yang sah mewakilinya, dan dilaksanakan oleh
debitur atau pihak ketiga yang diperbolehkan oleh hukum.
Pembayaran kepada pihak yang tidak berhak dianggap tidak sah,
kecuali terbukti bahwa manfaatnya akhirnya diterima oleh
kreditur yang sebenarnya. Selain itu, pelaksanaan prestasi harus
dilakukan tepat waktu dan di tempat yang sesuai dengan
perjanjian. Jika waktu tidak ditentukan, maka pembayaran harus
dilakukan segera setelah diminta oleh kreditur. Keterlambatan
pelaksanaan dapat menimbulkan wanprestasi (default)
sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, sedangkan
tempat pelaksanaan ditentukan menurut sifat perikatannya untuk
barang tertentu di tempat barang berada, dan untuk uang di tempat
tinggal kreditur.

2. Penawaran Pembayaran Tunai yang Diikuti dengan
Penyimpanan (Penitipan)
Penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan
atau consignatie diatur dalam Pasal 1404 KUHPerdata, dan
berfungsi sebagai mekanisme hukum bagi debitur untuk
membebaskan diri dari perikatan apabila kreditur menolak
menerima prestasi tanpa alasan yang sah. Dalam keadaan
demikian, penolakan kreditur disebut sebagai mora creditoris,
yaitu wanprestasi yang dilakukan oleh kreditur. Situasi ini dapat
menimbulkan kerugian bagi debitur, misalnya ketika bunga utang
terus berjalan sementara kreditur enggan menerima pembayaran.
Untuk melindungi kepentingan debitur yang beritikad baik, hukum
memberikan hak untuk melakukan penawaran pembayaran tunai
sebagai bentuk pemenuhan kewajiban yang sah.
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Perjanjian Baku dan Kl la EK asi

Pendahuluan

Perkembangan transaksi modern ditandai oleh meningkatnya skala
hubungan hukum yang bersifat masif, cepat, dan berulang. Layanan
perbankan, asuransi, telekomunikasi, transportasi, logistik, utilitas,
perdagangan elektronik, serta berbagai layanan berbasis platform
digital pada umumnya tidak lagi disusun melalui negosiasi individual
yang panjang. Sebaliknya, pelaku usaha menyusun syarat-syarat
kontrak terlebih dahulu, lalu menggunakannya secara seragam untuk
banyak pengguna. Pola ini melahirkan perjanjian baku, yakni kontrak
yang secara praktis bersifat “ambil atau tinggalkan” karena ruang
negosiasi hampir tidak tersedia bagi pengguna akhir.

Di satu sisi, perjanjian baku memiliki rasionalitas ekonomi yang
kuat. Standardisasi klausul menurunkan biaya transaksi,
mempercepat pemberian layanan, dan memungkinkan pelaku usaha
menjaga konsistensi prosedur. Dalam transaksi bernilai kecil tetapi
berjumlah sangat banyak, misalnya tiket transportasi, jasa
pengiriman, langganan aplikasi, atau layanan berbasis akun, negosiasi
individual hampir mustahil dilakukan. Standardisasi menjadi syarat
operasional agar transaksi dapat berlangsung efisien.

Namun di sisi lain, efisiensi yang sama dapat memunculkan risiko
ketidakadilan kontraktual. Ketidakseimbangan posisi tawar dan
asimetri informasi antara pelaku usaha sebagai penyusun kontrak dan
konsumen sebagai penerima kontrak sering membuat konsumen
tidak memahami konsekuensi klausul tertentu. Risiko ini menguat
ketika perjanjian baku memuat klausula eksonerasi, yaitu klausula
yang dimaksudkan untuk membatasi, mengalihkan, atau menghapus
tanggung jawab pihak tertentu (umumnya pelaku usaha) atas
kerugian yang timbul dari pelaksanaan perjanjian (Amalia, 2019.

Dalam konteks Indonesia, analisis perjanjian baku dan klausula
eksonerasi perlu dibaca setidaknya melalui dua kerangka normatif
besar. Pertama, KUHPerdata sebagai fondasi umum hukum perjanjian:
syarat sah perjanjian (Pasal 1320), kekuatan mengikat perjanjian
(Pasal 1338), kepatutan dan kebiasaan (Pasal 1339), serta kaidah
penafsiran. Kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai rezim perlindungan khusus,
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terutama melalui Pasal 18 yang melarang klausula baku tertentu dan
menegaskan akibat hukum “batal demi hukum”.

Bab ini disusun untuk (i) menjelaskan konsep dan karakteristik
perjanjian baku; (ii) menguraikan tipologi klausula eksonerasi, fungsi,
dan risikonya; (iii) menyajikan parameter uji keabsahan dan
kepatutan klausula eksonerasi berdasarkan KUHPerdata dan UUPK;
(iv) membahas penerapan dalam sektor tertentu (parKkir,
pengangkutan, jasa pengiriman, dan transaksi digital); (v)
menguraikan akibat hukum serta mekanisme pemulihan; dan (vi)
menawarkan pedoman praktis penyusunan perjanjian baku yang
patuh hukum dan berorientasi pada keadilan kontraktual.

Fondasi Teoretis dan Normatif Hukum Perjanjian

1. Perikatan, Perjanjian, dan Ruang Kerja Perjanjian Baku
Perjanjian baku harus ditempatkan dalam kerangka hukum
perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum yang menimbulkan
kewajiban prestasi di satu pihak dan hak menuntut di pihak lain,
sedangkan perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan
yang paling dominan dalam praktik transaksi. Karena itu,
perjanjian baku tidak meniadakan syarat-syarat sahnya perjanjian,
melainkan hanya mengubah dinamika proses pembentukan
perjanjian: dari negosiasi individual menuju penerimaan adhesi.

Konsekuensi yuridisnya: sekalipun klausul ditetapkan

sepihak, kontrak tetap harus memenuhi syarat sah (Pasal 1320
KUHPerdata) dan tidak boleh bertentangan dengan sebab yang
halal (Pasal 1337), ketertiban umum, maupun Kesusilaan. Lebih
jauh, konten kontrak harus dihormati sepanjang disusun dan
diterapkan dengan itikad baik serta kepatutan (Pasal 1338 ayat (3)
dan Pasal 1339).

2. Sistem Terbuka, Kebebasan Berkontrak, dan Batasnya
Hukum perjanjian Indonesia bersifat sistem terbuka, sehingga para
pihak pada prinsipnya bebas menyusun kontrak sesuai
kepentingannya (Dwi Ratna Kartikawati, 2019). Dalam literatur
hukum kontrak, kebebasan berkontrak sering dipahami sebagai
kebebasan menentukan isi, bentuk, dan syarat-syarat kontrak.
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Studi Kasus dan Legal Opinion

Perjanjian merupakan instrumen hukum yang memiliki peran sentral
dalam hukum perdata, sebab melalui perjanjian tersebut terbentuk
suatu relasi hukum yang secara normatif melahirkan konsekuensi
yuridis berupa hak dan kewajiban yang secara timbal balik melekat
pada masing-masing pihak. Dalam praktik, perjanjian digunakan
hampir di seluruh aspek kehidupan hukum, mulai dari hubungan
bisnis, ketenagakerjaan, pertanahan, hingga kerja sama antara
masyarakat dan badan usaha. Berdasarkan ketentuan Pasal 1313
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian
dimaknai sebagai tindakan hukum ketika satu pihak atau lebih
mengikatkan diri kepada pihak lain secara sadar dan sukarela. Namun
demikian, rumusan normatif tersebut sering kali tidak diiringi dengan
pemahaman yang memadai mengenai syarat sah, asas, dan akibat
hukum suatu perjanjian dalam praktik.

Perkembangan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha telah
mendorong lahirnya berbagai bentuk kontrak yang semakin
kompleks, termasuk kontrak baku dan kontrak yang memuat klausul
pembatasan tanggung jawab. Kondisi ini menempatkan pihak yang
memiliki posisi tawar lebih lemah pada situasi yang berpotensi
merugikan secara hukum. Oleh karena itu, hukum perjanjian tidak
dapat dipahami semata-mata sebagai kebebasan berkontrak,
melainkan juga harus diletakkan dalam kerangka keadilan,
keseimbangan, dan kepastian hukum sebagaimana diajarkan dalam
asas-asas hukum perjanjian.

Dalam konteks tersebut, peran praktisi hukum menjadi sangat
strategis, khususnya dalam memberikan pendapat hukum (legal
opinion) atas suatu perjanjian atau rencana perjanjian. Legal opinion
merupakan pendapat profesional yang disusun berdasarkan analisis
yuridis terhadap fakta, norma hukum, dan doktrin yang relevan, serta
ditujukan untuk memberikan gambaran risiko dan implikasi hukum
kepada klien (Sutan Remy Sjahdeini, 2009). Meskipun tidak memiliki
kekuatan mengikat seperti putusan pengadilan, legal opinion memiliki
nilai praktis yang tinggi karena sering dijadikan dasar pengambilan
keputusan hukum dan bisnis.

Penyusunan legal opinion tidak dapat dilepaskan dari prinsip
kehati-hatian dan tanggung jawab profesional. Kesalahan dalam
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menganalisis syarat sah perjanjian, objek perjanjian, atau kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan dapat berakibat pada
batalnya perjanjian atau timbulnya sengketa hukum di kemudian hari.
(Agus Yudha Hernoko, 2014). Oleh karena itu, legal opinion tidak
hanya menuntut kecakapan teknis hukum, tetapi juga integritas dan
independensi praktisi hukum dalam menjaga agar pendapat yang
diberikan tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan umum.
(Abdulkadir Muhammad, 2015).

Seiring perkembangan zaman yang semakin dinamis serta
meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa hukum,
dewasa ini peran individu yang menekuni bidang hukum, baik
akademisi maupun praktisi, tidak lagi semata dibatasi pada
pelaksanaan fungsi beracara di hadapan hakim atau pengadilan.
Sebagai insan hukum, mereka kerap berinteraksi dengan berbagai
orang dalam ranah pekerjaan maupun di luar aktivitas profesionalnya,
baik pihak yang memahami hukum maupun masyarakat awam, yang
kerap mengajukan persoalan serta tidak jarang meminta pandangan
hukum.

Studi Kasus dalam Hukum Perjanjian

Hukum perjanjian merupakan salah satu bidang hukum perdata yang
paling sering diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Hampir
seluruh aktivitas hukum yang melibatkan hubungan keperdataan
berawal dari adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban
bagi para pihak. Namun demikian, perjanjian tidak dapat dipahami
semata-mata sebagai kesepakatan privat, melainkan harus dilihat
sebagai perbuatan hukum yang tunduk pada ketentuan undang-
undang, asas-asas hukum, serta nilai keadilan yang hidup dalam
Masyarakat (Subekti, 2005). Oleh karena itu, pemahaman hukum
perjanjian yang utuh tidak cukup hanya melalui kajian normatif, tetapi
juga memerlukan analisis terhadap praktik penerapannya.

Lebih lanjut, pendekatan studi kasus memungkinkan hukum
perjanjian dipahami dalam konteks yang lebih luas, yaitu sebagai
instrumen yang dapat berdampak pada kepentingan publik dan tertib
hukum. Suatu perjanjian yang pada dasarnya bersifat privat dapat
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Perlind Ki dalam Perjanji:

Perjanjian merupakan instrumen fundamental dalam lalu lintas
hukum perdata dan menjadi landasan utama bagi berlangsungnya
aktivitas bisnis. Pasal 1313 BW mendeskripsikan perjanjian, yang
merupakan dokumen formal di mana satu atau lebih individu
berkomitmen kepada pihak lain, memberikan penjelasan (Thalib &
Aisyah, 2024). Dalam perspektif klasik hukum perjanjian,
sebagaimana diatur dalam BW, perjanjian dipahami sebagai
perbuatan hukum yang lahir dari kesepakatan bebas para pihak yang
memiliki kedudukan setara, dilandasi oleh asas kebebasan
berkontrak, konsensualisme, dan itikad baik. Asas-asas tersebut
secara normatif menempatkan perjanjian sebagai wujud otonomi
kehendak para pihak dalam mengatur hubungan hukumnya (Thalib &
Aisyah, 2024).

Namun demikian, dinamika praktik bisnis modern menunjukkan
bahwa konstruksi ideal tersebut tidak selalu sejalan dengan realitas.
Perkembangan ekonomi, globalisasi perdagangan, kemajuan
teknologi informasi, serta munculnya model bisnis berbasis digital
telah membawa perubahan signifikan terhadap pola, bentuk, dan
substansi perjanjian. Perjanjian tidak lagi semata-mata lahir dari
proses negosiasi individual, melainkan seringkali disusun secara
sepihak oleh pelaku usaha dalam bentuk perjanjian baku yang
diberlakukan secara massal (Moch Irfanur Khokim, 2025).

Dalam praktik bisnis modern, khususnya pada sektor perbankan,
pembiayaan, asuransi, telekomunikasi, dan perdagangan elektronik,
konsumen atau pihak yang secara ekonomi lebih lemah dihadapkan
pada pilihan terbatas untuk menerima atau menolak isi perjanjian
tanpa kesempatan yang memadai untuk melakukan perundingan.
Ketentuan yang tidak adil, seperti klausul pembebasan yang
mengurangi atau menghapus kewajiban pelaku korporasi, dapat
muncul sebagai akibat dari ketidakseimbangan kekuasaan yang
dihasilkan oleh keadaan ini (Putra & Priyanto, 2025). Selain itu,
digitalisasi transaksi bisnis turut memengaruhi karakter perjanjian.
Kesepakatan tidak lagi selalu diwujudkan melalui penandatanganan
dokumen tertulis secara fisik, melainkan melalui persetujuan
elektronik, seperti click-wrap agreement dan browse-wrap
agreement. Perkembangan ini menimbulkan persoalan hukum baru
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terkait keabsahan perjanjian, pembuktian, serta pemenuhan unsur
kesepakatan yang didasarkan pada kehendak bebas dan pemahaman
para pihak.

Perkembangan perjanjian dalam praktik bisnis modern juga
menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam penegakan
hukum kontrak. Hukum tidak lagi hanya menilai sah atau tidaknya
perjanjian secara formal, tetapi mulai menaruh perhatian pada
keadilan substansi perjanjian. Asas itikad baik mengalami perluasan
makna, tidak hanya berlaku pada tahap pelaksanaan perjanjian, tetapi
juga pada tahap pra-kontraktual dan perumusan klausula. Hal ini
menandai pergeseran dari pendekatan formalistik menuju
pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan kepentingan
pihak yang lemah.

Media elektronik yang terhubung melalui internet digunakan
dalam perdagangan dan perniagaan dalam segala bentuknya,
termasuk distribusi, pembelian, penjualan, dan promosi. Karena fitur
unik transaksi elektronik dibandingkan dengan bentuk pembayaran
yang lebih tradisional, pelanggan memperoleh keuntungan besar dari
transaksi ini saat berbelanja berbagai macam produk. Namun, ada
kemungkinan besar bahwa transaksi ini dapat melanggar hak-hak
konsumen. Akibatnya, menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (UUPK), konsumen membutuhkan
perlindungan hukum saat membeli dan menjual barang yang
mengandung unsur penyalahgunaan keadaan. Pasal 4 UUPK, yang
membahas hak-hak konsumen, dilanggar ketika pelaku korporasi
menyalahgunakan keadaan. Selain itu, perusahaan mungkin
memanfaatkan keadaan dengan menyelipkan ketentuan standar yang
melanggar Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen, yang melarang frasa
tersebut (Perdana, 2026).

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen
Dalam Transaksi Elektronik

Terdapat dua jenis entitas hukum utama yang memainkan peran
penting dalam kegiatan perdagangan: pelanggan, yang bertindak
sebagai penerima produk dan jasa, dan pelaku bisnis, yang
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memberikannya. Pelaku usaha berperan dalam proses produksi dan
penyediaan barang maupun jasa yang ditujukan untuk
diperdagangkan kepada masyarakat. Produk atau layanan yang
dihasilkan tersebut kemudian ditawarkan dan disalurkan melalui
mekanisme transaksi kepada konsumen. Sementara itu, konsumen
merupakan pihak yang memperoleh dan memanfaatkan barang atau
jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan
demikian, kegiatan perdagangan pada dasarnya mencerminkan
hubungan timbal balik antara pelaku usaha sebagai pencipta dan
penyedia produk serta konsumen sebagai pihak yang menggunakan
hasil produksi tersebut (Raihani, 2020).

Di Indonesia, perlindungan konsumen secara normatif telah
dibangun melalui UU PK yang berperan sebagai instrumen hukum
utama. Namun demikian, pengaturan tersebut dinilai belum
sepenuhnya mampu merespons dinamika dan kompleksitas transaksi
digital yang terus berkembang. UU ITE and Peraturan Menteri
Perdagangan 50 Tahun 2020 tentang Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik adalah dua peraturan perundang-undangan yang berupaya
mengisi kekosongan ini dan meningkatkan perlindungan konsumen di
ranah digital. Terdapat sejumlah tantangan yang masih ada terhadap
efektivitas perlindungan legislatif ini, yang paling signifikan adalah
penegakan hukum yang tidak memadai dan kurangnya pengetahuan
konsumen tentang hak-hak mereka terkait pembelian online.

Dalam praktik transaksi elektronik, masih banyak pelaku usaha
daring yang belum menaati ketentuan hukum yang berlakuy,
khususnya terkait kewajiban untuk menyampaikan informasi produk
secara jelas, akurat, dan jujur, penerapan syarat-syarat kontrak yang
berkeadilan, serta penyediaan jaminan atas keamanan data
konsumen. Ketidakpatuhan tersebut kerap menempatkan konsumen
pada posisi yang tidak seimbang, sehingga meningkatkan kerentanan
terhadap berbagai bentuk kerugian (Sudirga, 2025). Situasi ini
diperparah oleh belum jelasnya mekanisme pertanggungjawaban
hukum atas terjadinya kebocoran data, serta ketiadaan lembaga
pengawas khusus yang secara fokus menangani perlindungan data
pribadi. Akibatnya, konsumen sering berada dalam posisi yang tidak
mengetahui secara pasti proses pengumpulan, pemanfaatan,
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Pembaharuan Hukum Perjanjian di Era Digital

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa
perubahan signifikan terhadap sistem hukum, khususnya dalam
bidang hukum perjanjian. Paradigma tradisional hukum perjanjian
yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (KUHPerdata) kini menghadapi
tantangan besar untuk menyesuaikan diri dengan realitas transaksi
digital yang bersifat lintas batas, otomatis, dan berbasis sistem
elektronik. Dalam konteks ini, pembaharuan hukum perjanjian
menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga relevansi, keadilan, dan
kepastian hukum di era digital (Filmadina et al., 2025).

Hukum perjanjian konvensional di Indonesia berlandaskan asas-
asas klasik seperti kebebasan berkontrak, konsensualisme, dan itikad
baik. Namun, dalam praktik digital, beberapa prinsip tersebut
mengalami pergeseran makna. Misalnya, bentuk kesepakatan yang
dahulu berbasis tatap muka kini bergeser menjadi kesepakatan
elektronik (electronic consent) melalui sistem Kklik (clickwrap
agreement), sementara tanda tangan konvensional digantikan oleh
tanda tangan digital berbasis sertifikat elektronik (Hayati & Huda,
2025). Pergeseran ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai
validitas, otentisitas, dan tanggung jawab para pihak dalam kontrak
elektronik.

Upaya pembaharuan hukum perjanjian telah dilakukan melalui
keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahannya melalui UU
Nomor 19 Tahun 2016 beserta perubahannya. Pasal 5 UU ITE
menyatakan bahwa kontrak elektronik sah sepanjang memenuhi
syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320
KUHPerdata (Budiana, 2018). Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor
71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik (PSTE) memberikan landasan yuridis terhadap
penggunaan dokumen dan tanda tangan elektronik. Namun demikian,
regulasi tersebut masih bersifat sektoral dan belum menyentuh
pembaharuan sistemik terhadap asas-asas hukum perjanjian dalam
KUHPerdata.

Arah pembaharuan hukum perjanjian di Indonesia idealnya
mencakup empat aspek utama: (1) substansial, berupa redefinisi
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kesepakatan dan objek perjanjian digital; (2) kelembagaan, melalui
penguatan peran penyelenggara sertifikasi elektronik dan lembaga
penyelesaian sengketa daring (Online Dispute Resolution); (3)
prosedural, yakni adaptasi mekanisme pembuktian elektronik di
pengadilan; serta (4) filosofis, berupa reinterpretasi asas keadilan dan
itikad baik dalam konteks algoritmik (Lima et al., 2025).

Dengan demikian, pembaharuan hukum perjanjian di era digital
bukan sekadar transformasi teknis, melainkan rekonstruksi
konseptual untuk menegaskan peran hukum sebagai instrumen
keadilan di tengah percepatan teknologi. Tanpa pembaharuan yang
menyeluruh, hukum perjanjian berpotensi tertinggal dan kehilangan
daya guna dalam menjawab dinamika interaksi digital masyarakat
modern.

Prinsip Keadilan dan Kepastian dalam Perjanjian Berbasis
Teknologi
Transformasi digital telah mengubah lanskap hukum perikatan secara
fundamental, khususnya dalam pembentukan dan pelaksanaan
perjanjian berbasis teknologi. Dalam konteks ini, prinsip keadilan dan
kepastian hukum menjadi dua pilar utama yang menentukan
legitimasi dan keberlanjutan hubungan hukum antara para pihak.
Kepastian hukum dalam perjanjian berbasis teknologi menuntut
adanya kerangka regulasi yang mampu menjamin validitas kontrak
elektronik sebagaimana kontrak konvensional. Perjanjian elektronik
dalam layanan financial technology (fintech), misalnya, harus
mengacu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas agar tercipta
keseimbangan hak dan kewajiban (Situngkir & Napitupulu, 2025).
Prinsip keadilan dalam konteks ini berarti bahwa penggunaan
teknologi tidak boleh menimbulkan ketimpangan posisi tawar antara
penyedia layanan digital dan pengguna. Keadilan kontraktual harus
mempertimbangkan kesetaraan akses informasi dan perlindungan
terhadap pihak yang lebih lemah dalam hubungan digital. Praktiknya,
platform digital sering kali menggunakan standard form contracts atau
perjanjian baku yang berpotensi merugikan konsumen jika tidak
diimbangi dengan asas keadilan substantif (Hidayat et al., 2025).
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HUKUM
PERJANJIAN

Hukum perjanjian tidak hanya berperan sebagai landasan dalam hubungan
antarindividu maupun badan hukum, tetapi juga menjadi instrumen utama
dalam menjaga kepastian, keadilan, dan keseimbangan dalam kehidupan
bermasyarakat. Dunia hukum, khususnya hukum perdata, bersifat sangat
dinamis. Perjanjian adalah napas dari hampir setiap interaksi manusia dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun, memahami esensi dari
sebuah kesepakatan mulai dari syarat sah hingga penyelesaian sengketa
memerlukan ketelitian dan pemahaman mendalam terhadap asas-asas yang
berlaku. Buku ini disusun untuk memberikan gambaran komprehensif
mengenai mekanisme perikatan yang bersumber dari perjanjian. Penulis
berusaha memadukan teori klasik yang bersumber dari Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPer) dengan perkembangan kontemporer, seperti
kontrak elektronik dan dinamika hukum bisnis modern. Penulis membawa
pembaca menelusuri perjalanan sebuah perjanjian, mulai dari tahap
prakontrak hingga penyelesaian sengketa. Fokus utama buku ini mencakup:

Latar Belakang, Pengertian, dan Ruang Lingkup Hukum Perjanjian
Hubungan Perikatan dan Perjanjian
Asas-Asas Hukum Perjanjian
Sumber-Sumber Hukum Perjanjian
Syarat Sah Perjanjian
Subjek dan Objek Perjanjian
Bentuk dan Jenis Perjanjian
Perjanjian Waralaba (Franchise)
Perjanjian Lisensi
. Perjanjian Pembiayaan Konsumen
Kekuatan Mengikat dan Pelaksanaan Perjanjian
. Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian Indonesia: Sintesis Konseptual dan
Akibat Hukumnya
Keadaan Memaksa (Force Majeure)
. Berakhirnya dan Pembatalan Perjanjian
15. Perjanjian Baku dan Klausula Eksonerasi
16. Studi Kasus dan Legal Opinion
17. Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian
18. Perkembangan Hukum Perjanjian di Era Digital
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